PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Saliman
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Mangingal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORD

NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Rebribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah dibidang Refribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro perlu
dilakukan penyesuaian |

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainana huruf a atas, periu

menetapkan Peraturan Daerah lentang ' Retribusi  Pengujian
Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1850 lemlang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten/Kola dilingkungan Propinsi Jawa Timur
{diumumkan pada tanggal B Agustus 1850},

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1881 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3208},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Megara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomaor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tantang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1888 Nomor 125, Tambahan
L.embarain Negara Nomor 443) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Megara Tahun 2008 Nomor 59 tambahan lembaran Negara nomor
4844) ;

Undang-Undang Momor 22 Tahun 2009 fentang Lalu Lintus
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Tahun 20049 Nomor 112 tambahan lembaran
Negara Nomor 5038)
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Paraturan Pemearintah MNomor 27 Tahun 1283  lentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 leniang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Megara Tahun 1983 Nomor B,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Peraturan Pemernntah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lntas Jalan (Lembaran Megara Tahun 1983 Nomaor 63,
Tarnbahan Lembaran Newda Momoe 3529)

Pataturan Pemenniah Nomor 44 Tahun 1993 lenlang Kendaraan
dan Pengemudl (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomo: 64,
Tambahan Lembaran Negaa Nomor 3530) |

Peraturan Pemenniab Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keupangon Dasrah (Lembaran Negaran Tahun 2005 Nomaor 140,
Tambahan Lembaran Negars Nomor 4578),

Paiaturan Pemenntah Nomoe /8 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Pambingan  dan Pengawasan Penyaelenggaraan  Pemaninlahan
Dasral (Lembaran Nega Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
| mnbsaran Noagma Nomor 45073) |

Perafuran Pemenniah Nomor 68 Talwn 2010 tentang Pembenan
dan  Pemaniaatan Insentf Pemungutan Pajak Daeral  dan
Ralribust Daerah {(Lembaian Negara Tahun 2010 Nomor 119
Tambahan Lembaran Negara Naoimor 5161)

Paraturan Presiden Republik Indcnesia Nomor 1 Tahun 2007
tantang Pengesahan Pengundangan  dan  Penyebarluasan
Paraturan Parundang-undangan |

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tenlang
Pedoman Pengelolaan Keuvangan Daerah, sebagaimana lelah
diwsbah dengan Peraluran Menten Dalam Negen Nomor 59 Tahun
2007 |

Keputusan Menleri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 teniang
Termingl Transporlasi Jalan |

Peraturan Menlen Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2006 lentang
Jams dan Benjuk Produk Hukum Daerah,

Peroturan Monten Dalam Nogen Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah |

Peratluran Menlen Dalam Negosn Nomor 17 Tabun 2006 tentang
Besta Daerah dan Lembaran Dasrah |

Kapulusan Monlan Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1992
lentang Persyaratan Ambang Balas 'dan Laik Jalan Rendaraan
Bermolor, kereta Gandengan. Kereln Tempelan, Karosen dan Bak
Musatan sarna Komponen-komponennya |

Kepulusan Menlen Perhubungan Nomor KM 71 Tahup 19932
tenlang Pengujian Berkala Kendaraan Bermolor ;

Keputuzan Manten Dalam Meger Nomor 23 Tahun 1986, tentang
Kelentuan Umum Penyidik Pegawai Negen Sipil di Lingkungan
Pemenntan Daerah jo Kepulusan Menler Dalam MNegeri Nomor 4
Tahun 19497 tentang Penyidik Pegawai Neger Sipil di Lingkungan
Pemennlah Daerah .

Keputusan Menlen Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2004
terting Peogupan Tipe Keodaaan Bemmolor

Perafuran Daerah Kabupalen Bojonegoro Nomos 2 Tahun 1988
lentang Penyidk Pegawal Negen Sipil di Lingkungan Pemerinlah
Kabupalen Bojonegoio (Lembaran Daerah Kabupalen Bojponegoio
Tahun 1983 Nomor 2 Seri C).

Bargluran Dasgh Kabupsten Bofonsgqors Nomaor, 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tals Kege Dings Kabupaten Bojonegono
(Lembaran Docrah Kabupater, Boonegoro Tabun 2008 Nomor 5),



28 Peraturan Daerah Kabupaten Dojonegora Namar 8 Tahun 2008
tertang Orgamsas: dan lata Kemga Inspekioral Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Tekmis Daerah

Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Boponegoro
Tahun 2008 Nomor 6),

79 Peraturan Daerah Kabupslen Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Oigamsas dan Tala Kega Saluan Poisi Pamong Praja

Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 8),

Dengan Persetujuan Borsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BOJONEGORO

Dan
BUPATI BOJONEGORO
MEMUTUSKAN:

Menastapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RE'IREUSI PENCUJIAN

Dhatann Peraturan Daerah mn yang denaksoud dengon

e e B -

KENDARAAN BERMOTOR,

L

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Daerah, adatah Kabupaten Bojonegoro,

Pamanniah Daerah. adalah Permainlah Kabupaten Bojonagoro,

Kepaia Daeah adatah Bupat Bojonegor,

Dnas Perhubungan. adalah Dinas P-eri'luhq.wan Kabupaten Bojonegoro,

Hepala [Dwnas Perhubungan, adalah Kepala Dwnas Perhubungan Kabupaten
Bojornegon, '

Pejabal adaleh. Pegawar Negen yang diben lugas tertenlu di bidang resinbys
sesudi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berdaku,

Unit Palaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengupan Kendaraan Barmotor adalah Umil
Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai
wownnang melaksanakan pengujian kendaranan bermolor di wilayah Kabupaten
Boyonogonn,

fladan adalah suatu beniuk badan usaha yang melipub perseroan lerbatas,
perseroan komadier dan perseroan lainnys Badan Usaha Miik Negara blau
Uaerah dengan nama dan dalam benluk apapun, persekuluan. perkumpulan
Fuma. Kongsi. Koperasi Yayasan alau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana
Pensiun, benluk usaha telap seia bentuk Badan Usaha lainnya;

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
patlengkapannya yang diperuntykkan bagl Lak Lintes umum, yeng bereda paca
penmukaan tanah, di alas permukaan tanah. v bawah permukaan tanah danfatay
ai. serta i alas permukaan an. kecuali jalen el dan jalan kabel

Kendaraan Bermolor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan pleh peralatan
miakanik barupa mesin selan Kendaraan yang banalan di atas rel
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Kendaran Tidak Dermotor adalah kendaran yang digerakkan oleh tenaga orang
atau heswan,

Fendaran Khusus adaleh kendaraan bermolor selan kendaraan bermotor unfuk
penumpang dan alau barany yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau
mengangkut barang bamg khusus,

Kendmaan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
kaportasn g dongan diponout bayaran,

Korelo Gandengan, adalah sualy alel yang dipergunskan uniuk mengangkut
barang yang dipergunakan untuk mengaogkul barang yang selursh bebannya
dilurngu oleh alal tu sendin dan dirancang untuk ditank oleh kendaran barmator,
Karala Tampalan adalsh suatuu alal yang Jdipsigunakan untuk mengangkul barang
yana diancang untuk ditank oleh kendaraan bermolor penariknya,

Mot Fenumpang adalnh kendaran bermotor yang dilengkam sebanyak:banyaknya
B (delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun lanpa perlengkapan pengangkutan bagasi,

Motsl Bus adalah setiap kendaraan bermolor yang diengkapw letwh dan 8
(dalapan; tampat duduk tdak lermasuk tempal duduk Nnnamudl baik dengan
maupun lanpa perlengkapan pengangkutan bagasi,

Mobit Barang adalah seliap kendaraan bDermolor selain sepeda molor. mobil
penumpnng, mobé bus dan kendaraan khusus,

Taks: adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diben tanda
khusus dan dilengkap denaan argometer,

Hendaraan  Beymolor wapb  Up adalah  owlbil Bus, mobd  barang, keiela
nandengan kerela tempeion don kendaran khusus dan kendaraan umum,
Pengujisn Kendaran Bermotor adalah serangkaian kegiatan mengujl dan /fatau
memenksa bagan-bagian kendaraan bermotor, kerela 'gandengngan, kerela
tempelan dan kendaran khusus dalam rangka pemenksaan {erhadap penentuan
tekres den isik alan,

Pongupan Berkala Kendaran Bermolor yang selanjuinys disebut Up Berkals adatah
pengupan  kendarsan  bermolor  yang  dilakukan  Secera  Berkala  Terhadap
Penentuan Teknis Dan Laik Jalan,

Uy Beikala adalah pengujlan kendaraan yanyg didakukan secara barkala lechadap
setian wencdaran wagb up,

ilp Ulang adalah pengupan uiang terhadap kendaraan wapb up yang telah diadakan
perbinkan karena Lidak ulus up,

Uji Pelanggaran adalah uji ulang yang telah diakukan terhadap kendaraan wajib uji
karepa  telaly melakukan  pelanggaran  laly Gntas  menyangksl  pemenuhan
persyaratan tennis lak jalan

Mutas: Up adalah parpindahan lokas: pelaksanaan pengupan berkala dan sualu
wilayah unil penyelenggara pelaksana uj lannya sebagal akibal perpindahan
dominsth pemilik kendaraan waitb uji berkala,

i Numpang Up adalah pelaksanaan pengupan vang karena alasan operaswonal

terente vang dilakukan oleh Unid penyelenggara pelaksana up di luar wilayah unil
petaksanaan up dimana kendaaan tersebul berdomsi,

Tanda Bukl Lulus Uji, adaiah landa bukll v uji berkala  buku uji'dan landa L,
Buku Up adalah fanda bukh luius uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan
legitimas hasil pengujian setiap kendaraan wapt uji,

Tanda Samping adalah tanda yang bensi informas: singkal hasil up berkala yang
dastirmkan dipasang secarn permanent dengan menggunakad cat di bagan
sampasg kanan dan kin kendaraan wapb up,

Pengup adalah Pegawan Megen Sipl yang memiliki kualfikasi lekmis lerdentu di
bidang pengupan kendaraan bermolor dan diangkal oleh Kepals Daerah;

Benghed Umusm adalah bengkel umum yang barfungs! wntuk  mambeatulksn,
memperbinio dan merawal kendaran bermolor age istap memenube persyaialan
fekm dan o olan



¥} Laix Jalan adalah persyaratan minimum kondisl sualu kendaraan yang harus
dipenuh agar terjamin keselamalan, dan mencegah terjadinya pencemaran vdara,
kablsingsn pada waklu diopesikan di jalan,

M Jumiah Berat yang diperbolohkan (JBB). adalah berat maksimun kendaraan
bermotor benkul muatannya yang diperbolehkan menurul rancangannya,

35 Persyaratan Teknis adslah persyaratan lentang susunan Peralatan parlengkapan
Uk,  beoluk,  RKaroseo,  pemoalan,  aocangan  lekms  kendaraan  sesual
peruntukannya, emisl geas buang, pengguiaan, penggandengan dan penempelan
kerdaraan bermolor,

36 Retobusi Pengupan Kendaroan Bermolor  yang selanpulnya disebul  Retnbusi
adalah pungulan atas jasa pelayanan pengujian hkendaraan bermolor oleh
FPamaonstah Dacrsh yang kemanfastannye dapat dinikimati oleh orang pnbat atauw
bscdan,

A Walh Helnbus: adalah soliap orang pnbade atao badan yang dwajibkan untuk
malakykan pembayaran Relrbus) fermasuk pungutan atau pemolongan relribusi
fartealu

M Swal Setoran Relnbus Caeah yang daps! o singkal SSRD, adalah sural yang oleh
wiaph retobys chgunakan untuk melakukan pembayaran alau penyeloran reinbusi
yang teriuang ke kas Daerah atau tempatl pembayaran lain yang ditelapkan Bupali,

3 Surgl Keletapan Helribusi Daerah yang dapal disingkat SKRD. adalah sural
ketetapan retribus: yang menentukan besarmya pokok restribusi;

4 Surat tagihan Retrbusi Daerah yang dapal disingkat STRD adalah surat untuk
malakukan tagihan restnbusi dan alau sanks: administrasi berupa denda atau
bunga,

41 Surat Ketelapan Resinbusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKROLB
adalah sural kelelapan resinbues: karena jurmiah kredil retnbusi lebih besar danpada
reinbus terutang ataw hdak seharusnya tertang,

4% Swal Kelelapan Relibusi Daergh kwang bayar yang dapal dismgkal SKRDKB
pdalah sural kelelapan retnbusi yang menentukan besamya jumiah relnbus: yang
terulang. jumiah kredit retnbust besamya sanksi administrasi dan jumlah yang
harus dibayar,

43 Pemenkspan adalah serangkaian kegialan untuk mencan. mengumpulban,
menaolah date dan atau kelerangan lemnya antok mengui kepatuhan pemenuhan
kawinjiban meinbusi den unfuk lojuen kan dalam rangks melaksanokan ketentuan
Heatnbus Daerah; :

44 Penydikan tndak pidana di tvdang retribus: Daerah, adalah serangkaian lindakan
yang dilskukan oleh Panyidic Pegawal Negesd Sipil yang selanjulnyg dissbul
Penyulic uintuk mencan seila mengumpulkan bukl, yang dengan bukb e membual
terang bndak pdana o lvdang retnbus: daerab yang tenady  serla menentukan
tei eanikanya

BAB 1l
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2 '
Dangan nama Relnbus: Pengupan Kendaraan Bormotor dipungut pembayaran Relnbusi
dlas pelayanan pangujian kendaraan bemolor oleh Pamenntah Kabupalen Bojponegom

Pasal 3

Oyek Hebibus adalah pelayanan alas pengupan sebap kendarsan bermolor yang
diselenggarakan oleh Pemenntah Daerah



Pasal o

Subyiek Retribus: adalah seliap orang prbadi alau badan yang mendapatkan pelayanan
pengupan kondaraan barmnlor

BAB il
GOLONGAN RETRIBUS!
Pasal

Ratnbus Pengupan Kendaraan Hermotor lermasuk golongan Retnbud Jasa Umam

BAB IV ’
KETENTUAN PENGUJIAN

Pasat s

{1 Setiop kendaran bermolor yang diopeiaskan i jalan harus sesudi dengan
paruntukaninya serda memenubi persyaratan tekms dan laik jalan sesua dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

{2} Penwivkan kendaran bermolor  sebagaimana dimaksud  ayal (1) didakoukan
terthadap mobd  barang  melahn  rekomendas:  perontukan mobadl  barang
sebagaimana kendaraan umum atau hidak omom

{3y Pergntukan kendaran bermolor sebagaimana dimaksud ayal (1) terhadap mobil
bus itau mobil penumpang melahu rekomendasi irayek kendaraan umum,

(43 Untuk menelapkan dipenuiunya persyaralan leknis dan laik jalan sebagaimana
dunaksud ayal (1) dilakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara
berkala

{7 Rekomendas: peruntukan mobsl barang sebaga kendaran umum alau lidak umum
sebagmmana dmaksud pada ayal (2) dibenkan Pejabal yang ditunjuk.

i) Rekomandas: pasrondukan mobil bus atau mobil penumpang  sebagaimana
rhimiak=zud para ayal (1) dilbksanakean oleh Pejabal yang berwenang menerinikan
lpn Teayekdlpn Operas angkulan penuimpiandg wmum.

{7 Penetapan waklu uji, pelaksanaan pengujian dan penslapan hasil pengupan
dilpkzanakan oleh UPTD  Pengujian Kendaran Bermotor

{5 Pengujan Kendaraan Darmolor sebogamana dimaksud pada ayal  (8)
dilaksanakan oleh Termgs Pengui yana memedsko kualitng lekms ledentu dan
changkal oleh Kepala Dasrah

Pasal 7

(1) Pemik atay Pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 4 wapb
meigporkan dan  mendaliarkan  kendarsannya sesusi asal domisili kepada
pelaksana pengupan unluk dyadwalkan weklu pengupannya paling lambal 1 [salu)
bulan sabtralum berakhin masa berakunya

{2) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemidik alau p&nmaru kendaraan harus
mengajulcan parmohonan secarg lerulis kepada Kepala Daerah melalul pajabat
vang yang ditunjuk

{38 Pengupan Kendaraan adalah proses pemenksaan kendaraan agar kendaraan
bermolos yang akan dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan lekms dan lain
jalan lemasuk persyaralan ambang balas omisi gas buang dan kebisingan yang
harus dipenuh

(4] Peangupan kendaraan dilakulan oleh Panguy dan pambantu penguji
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Pelaksanaan, persyaralan dan lata cara pengujian, knlena bukli julus akan dalur
labih lanft melaiui Peraluran Kepala Dasrah sesuai paraturan perundangan yang
berdaku

Pasal &

Penelapan  perunlukan dan  pengujian  “endaraan bermotor  sebagaimana
dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, dilakukan slas permobonan yang bersangkutan
dengan menunjukkan sursl-swral sebagal kelerangan kelangkapan kendaman
bermotor yang akan ditetapkan dan diug

Petoksanaan ) Berkala bagl setap kendarsan wagb w, dapst dllﬂkWaﬂ
selelah memenuhi persyaralan sebagael berkud
a  Telah memenuly parsyaratan administias |
b Telah melengkapi bukli pembayaran relnbusi p-nnguran berkala kendaraan

barmaotor

Pasal O

Kendaraan bermolor yang pada pengupan telab memenuhi persyaratan tekms dan
bk jalan, dibenkan landa bukli lulus uji berupa buku uji dan landa uji.

Kendaraan bermotor yang dinyatakan telah fulus uji dan mempercleh tanda bukti
hshye, e hanys dienghap dengan tanda samping.

Tanda bukh lilus up dan tanda samping bedaku selama 6 {enam bulan).

Pasal 10

Apateia suaty kendaraan dinyatakan tidak lulus up, petugas pengup wajb

membsidahukan kepada pemilik alau pemegang kehdaraan secarn ferubs yong

meimiial

a  parhakan-parbaikan yang hamus dilakukan oleh pemilik atau pemegang
kendaraan bersangkutan ,

b wakiu pangujian ulang

Kendaraan yang dinyalakan sdak lulus up sebagamana ayal 1 wapb melakukan

pengupsm ulang =esua balas wakiu yang lelah didentukan (2x24 Jam) fanpa

dipungut biaya

Pasal 11

Jika pemilik alau pemegang kendaraan lcdak menyelujui kepulusan Penguji
sebagaimana dimaksud Pazal 9 ayst! (1), meka yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan secara ferfulis kepada alasan langsung atau pemimpin
pelugas penguy

Atasan langsung atau pemimpin petuges penguji sefelah menenma pengajuan
permobonan keberalan sebaganana denaksud ayal (1) segera memberikan
jpwaban secain lertulis kepada pemilk alau pemegang kendaraan mengenal
diterima atau ditolaknya permichonan dalam jangka waklu paling lama 2 (dua) jam
Apabila pengajuan permohonan keberalan dilolak atau selelah dilakukan uji ulang
kendaraan tersebul telap dinyatakan tidak fulus v, pemegang atau pemilik
kendarann tdak dapat mengajukan permobonan keberaian lag, dan selanjinya
diperlakukap sebagai pemohon bary



Pasal

(1) Kendaraan yang bdak memenuhi persyaratan leknis dan laik jalan pada
pemenksann kendaraan bermotor di jalan. tanda bukli lulus dinyatakan tidak
bertku lagi dan selamutnya diwajibkan melaksanakan wajib uji pelanggaran

12} Ui pelanggaran sebapaimana dimaksud ayal (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
yeng berlaku pecda uj berkala

Pasal 13 '

(1} Setap kendaraan bermotor wajib up berkala yang karena alasan operasional
diperbolehia numpang up berkals =otelah mendapat persetujuan tertulis dan unit
penyelenguars pelakssns vl lempsl kendaraan bermolor yang bersangkulan
lendaltar sebagai kendaraan wapib uji

(2}  ¥eodaraan sebagaimana dimaksud ayal (1) hdak berlaku bagi kendaraan
baiinotor yang belaum melakukan pengujian barkala uniuk parlama kali gtau bagi
kendaraan bermolor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerdukan
perguantian buko up berkala Y

Pasal 14

setap kendaraan bermoior wajb u) berkala yany dimutasikan dari suatu Daerah ke

Dacrah bon, pamiih wailib mr-!aprnkan kepada Unil penyelengoara pelaksans op di

tempal yang ditugaskan -

H secapatnya  setelah pelsksanaan mulas dengan r.ﬁlangkapl sural rekomendasi

mutas dan daerah asal dan salinan dala tekmes alau kartu pemernksaan |

b Unit peayelanggara pelaksanaan ujf di tempal yang diluju secepalnya ssislsh
petaksanaan mutast dengan dilenghap suial rekomends: miilas) dan daeran asai
dan salinan dala lekms alan kadu pemenksaan

Pasal 15

Dikecuabkan dan ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 6. adalah
terhadap kendarasn bermotor baru sebegsl bareng dagsngan den atau kendarzan
bermotor dalam keadasn rusah yang dibuktikan dengan sural keterangan dan benghel
urmuen kendaraan bormolor

Pasal 16

i1y Penetapan perunlukan dan  pengupan  kendaraan  bermolor  sebagasmana
chimaksud Pasl 6. dilaksanakan oleh Penguji yang dilugaskan oleh Dinas
FPerhubungan

{2 Palaksapaan pengujian dilakukan tepat pada waklunya

3 Huahfikasi Teknis Tanaga Penguji sabagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan alah
Kepala Daarah

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 17

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan
pengupian kendaraan bermotor



i)

BAE Wi
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 18

Frnsip dan sasaran dalam penetapan (anf retnbus: ditetapkan dengan memperhatikan
tsaya ponyodusan gsa yang borzangkutan, kemampoan masyarakal, aspek keadgdan,
dan efekbiftas pengendalian alas pelayanan levsebul.

i4)

{3

i6)

n

BAB VIl
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Poagal 19

Atan jasa pembenan pelayanan pengupan kendaraan bermolor, Pemenntah
Dawrah mengenakan Retrbusi Pengujian Kendaraan Bermolor

| Rosinbusi sabagaimana dimaksud ayal (1) dikenakan kepada saliap orang

ebssth alau badan yana lsish mendapstkan peiayanan pengujian kendaraan

bermolor '

Struktur dan besaran Tanf relnbus: ditelapkan sebagal berikut

a4 Hendaraan bermolor dengan jumlah beral yang diperbolehkan (JBB) kurang
nlow spma dengan 3 500 Kg, sebesar Rp, 50.000 - (Enam puluh nbu rupiah)
untuk jangka wakie & (enam) bulan |

b Kendaraan bermolor JBB lebih dan dani 3 500 Kg, sebesar Rp. 75 000,-
{Lima puluh lma ribu rupiah ),

¢ Kerela gandengan dan kereta lempeian sebesar Rp. 75 000.- {Tujuh puluh
Iimia nbu rupeah);

Setiap kendaraan wagb up yang hdak divpkan tlepal pada waklunya

setpganmana dimaksud pasal 16 ayal (2) dikenakan sanksi denda yang

merupakan penermaan negara setinp buian keteriambalan sebesar sebagai

barikul

a4 Kendaraan bermolor dengan JBE hwang alau sama dengan 3500 Kg
sabesar Rp. 15000 - (Lima belas nbu rupsah) ;

b Kendaraan bermotor dengan JBB et dan 3 500 Kg, sobesar Rp 20 000
{Da pulub nbu rupiah) |

o Kendaraan gandengan dan kerela tempelan, sebesar Rp 15000 (Lima
belas nbu rupiah) | ' )

Kandaraan wajib uji yang telah didaftaikan dan dinyatakan lidak lulus uj dan

lilak dapal memenuls parbakan-perbadkan sesusi waklu yang dilelapkan,

dienakan sanks denda yang merupakan penenmaan negaa kelerlambatan

sabagamana dimaksud pada ayal (4),

Rekomandasi Mulasi dasvatau numpang vl keluar daerah dikenakan sanksi

denda yang merupakan penenmaan negara sebesar Rp 50 000.- (Lima puluh

ribw rupiah; |

Panggantian buku up yang hilang atau rusak dikenakan sanks! denda yang

marupakpn penerimaan negarn sebaga benkul |

a  Buku Uji Hilang , sebesar Rp, 25 004 - {dua puluh lima nbu rupiah) |

b Buku Husak, sebesar Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).
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BAB VI .
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Falnbus Pengupan Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Fasal 21

1) Relnbusi dipungul  dengan  menggunakan SKRD  atau  dokumen lain  yang
dipersamakan

1 Hasd pemungutan Relribusi sebagaimana dimaksud  Pasal 19 disetlor ke Kas
Oaerah metaghs Bendaharawan Khasus Penenme dan Omas Perhubungan

3] Tabs caes peamongipan relnbust diste lebibh Janpal dengan Peraluren Kepala
Dasrah '

BAB X
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam ha! Wajib Relnbus! lertentu lidak membayar lepat pada wakiunya alau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminisirasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen)
sehiap bulan dan reinbusi yang terulang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan 5TRD

BAB Xl
TATA CARA PEMBAY ARAN

Pagal 23

iV Pambayaran relribusi pengujian kendaraan bermolor dilakukan direkeming Kas
Limum Daerah yang disetor paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waklu yang
ditentidean cleh Kepala Daerah .

{27 Pembayvaran sebhagaimana dimaksod pada avat (1) dilakukan sacara tuna

BAEB Xil
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

{1} Sural Teguran sebagai awal lindakan pelaksanaan penagihan relribusi dikeluarkan
T {tupuh) han sejak saat jatub tempo pembayaran

{2} Dalam jangha waktu 7 (lujuh) hari sejak tanggal sural teguran disampaikan kepada
Wi retnibusi, wajib refribusi harus melunasi retnbusi yang"terutang



{4

i

i3

{1

(@)

{3

i#)

S E

Apatwa dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retnbusi
belurm melunas: relibus! lerutang maka ditertstkan STRD

Sural leguran dan STRD sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan oleh Kepala
[laerah alau pejabal yang ditunjuk

_ BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RE TRIBUSI

Pasal 2% -

Kepala Dassah dapal membenkan pergrangan, keringan dan pembebagan
ratibus) !

Panguiangsn. kennganan dan pembebssan sebagsimana dimaksud ayat (1)
dhitwrskan denagan memeerhinbikan kemampoan Wapb Reinbusi

Tala cama “pengurangan, kenngan dan pembabasan Relnbus) ditelapkan oieh
Kepala Dasah

BaB Xiv
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

Hak umluk melakukan  penagihan  Relobusi memsad kedaluwarsa  selelah

melampaw waklu 3 (Bga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retnbusi, kecual

itka Wapb Retrbus: melakuran tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika

a ditertetkan Surat Teguran, alav

b ada pengakuan ulang Hetnbus: dan Wapb Retnbusi, bak langsung macpun
tidak langsung

Dalam hal dilerbikan Sural Teguran sebagaimana dwnaksud pada ayal (2) huru!

a. kedaluwarsa penagiban dililung sejak langgal dilenimanya Surt Teguran

tarsabl

Pengakuan vtang Helnbusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2}

hurul b adalah Wapb Relnbusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mampunya utang Retribus) dan belum melunasinya kepada Pemenntah Daerah

Pengakuan ulang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) burul b dapal dikelabui dan pangajuan permofionan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waijib Retritusi

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraluran Daerah ini secara
teknis dan operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Rerhubungan



{1

£2)

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

Instanst yang melaksanakan pemungutan Relnbusi dapat diberi insentif alas dasar
pencapman kineqa lertenty

Pembenan ssentdl sebagasnana dimaksid pada ayat (1) ditetaphan metalul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

lala cara pembenan dan pemanfaalan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XviI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Waib Helnbusi yang tidak melaksanakan kewajbannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam mdana kurungan paling lama 3 (liga) bulan stau
prdana denda paling banyak 3 (liga) kali jumiah Retribust terutang yang tidak atau
bevarapey ohbag s

Tindak prdana sebagmmana dimaksud pada ayal (1) adalah pelanggaran

BAEB XVIll
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal

Fajabal Pegawar Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagar Penyidik untul melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribust Daerah

Penyidik sebagmmana dimaksud pada ayat { 1) adalah pejabat pegawai negen sipil
fertenty di Beghungan Pemerintah Daerah yang diangkal oleh pejabal yang
berwenang sesual denpan ketentuan peraluran perundang-undangan.

Wewenang Penydik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah:

a  menenma, mencar. mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana & bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebul memadi lelsh lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencar, dan mengumpulkan kelerangan Tﬁ&nganai orang pnbadi
atau Badan tentang hkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Relribusi Daersh,

c  meminta kelerangon dan bahan bukl dan orang prbade alau Badan
sehubungan dengan bndak pidana o lidang Retnbus) Daerah;

d  memariksa buku, calatan, dan dokumen lgin berkenaan dengan tindak pidana
di bidang Relribusi Daerah;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan,
pencaialan, dan dokumen lain, sera melakukan penyilaan terhadap bahan
Pt tersebut,

I memmta bantuan lenags abll dalam rengka pelaksanaan tugas penyidikan
tirndak pictana di bidang Retribusi Daarah,
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g.  menywuh barhenht dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
lempat pada saat pemaeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, danfatau dokumen yang dibawa,

h  memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orany untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
lersanghka atau saksi;

i menghentikan penyidikan; dan/atau

k.  melakukan tindakan lain yang perlu uniuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Hetribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, :

{4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabal Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pigana.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang' belum diatur dalam Peraluran Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan dialur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAEB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002
lentang Refribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daserah Kabupaten
Hojonegoro Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memearintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Mopember 2010

BUFATI BOJONEGORO,
ttd.
HSUYOTO
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desamber 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO : o
itd.

Drs. SOEHAD| MOELJONO MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 18,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Fembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 00A



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| UMLUIM

Unluk mencegah I,mgka! kerawanan berkendara di jalan yang semakin
meningkal, Pemenniah Kabupaten Bojonegoro berupaya mengoptimalkan usaha salah
satunya yailu pengujian kendaraan bermotor. Kewenangan, pengujian kendaraan
bermolon di daerah merupakan kewenangan Pemearintah Daerah. *

Mengingal salah salu kewenangan Pemerintah Deerah adalah pengujian
kendaraan bermolor, maka dalam rangka mendukung berkembangnya Otonomi Daerah
dan meningkatkan Pendapalan Asl Daerah perlu segera manerbitkan Peraturan Daerah
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum, serla dapal dinikmati oleh pribadi atau badan khususnya
pelayanan terfadap Pengujuian Kendaraan Bermolor sesual dengan Peraluran
perundang-undangan yang berlaku,

Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2002 tentang Relribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor perlu untuk diganti dan penarikan refribusinya disasuaikan dengan kondisi
ekonomi, harga suku cadang, bahan bakar, dan kebutuhan-kebutuhan transportasi
lainnya

Il PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jolas
Pagal 8
Gukup jelas
FPasal 9§
Cukup jolas )
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13 ;
Cukup jelas .



Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup j@las
Pasal 16
Cukup jeias
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukug iolas
Pasal 19
Cukup elas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Fasal 24
Cukup jias
Pasal 25 =
Cukup wlas
Pasal 26
Cukup ielas
‘Pasal 27
Cukiap selas
Pasal 28
Culkup jeias
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup elas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas



